——

L KOTa BA lLlElr-;-‘li':":’: AMEL .=

nﬁ’ 2

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN PELAf:fa asn SRECCHBMNIRENTIRA Y
DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KGEREANDAR LAMPUNG

¢ 3; > TAHUN ANGGARAN :1?*

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nemer 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Wali Kota
menyampaikan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan
keuangan yang telah diperiksa olch Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat & (enam] bulan setelah tahun

anggaran berakhir;

b. bahwa  pertanggungjawaban  pelaksanaan  APBD
scbagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang WNomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956
(Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55|, Undang-
Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara
Tahun 1956 No. 56} dan Undang-Undang Darurat No. 6
Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 Ne. 57
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk
Koltapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat 1
Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 4286);
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10.

11,

Undang-Undang Nemor 20 Tahun 2003 tentang Sislem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nemor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ifentang
Perbendaharaan Megara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nemor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangeung  Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400]);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional [Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemeriniahan Daerah ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebapaimana telah diubah beberapa kali  terakhir
dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nemor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran HNegara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 ientang
Pendanaan Pendidikan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
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15.
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17.
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19,

2022 (Lembaran MNegaran Republik Indonesia Tahun
2022 Momor 121, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 6793);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tatn Cara Pemberian dan  Pemanfaatan Insentil
Pemungutan Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
MNomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161};

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan [Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) schagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Momor 28 Tahun 2020 (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratil Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 6057)
schagaimana  telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor | Tahun 2023 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

 Peraturan Pemernintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesin Nomor 6178);

Peraturan Pemeriniah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolann Keunngan Daerah ([Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Momor 42; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional ([Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
$909);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan barang/jasa Pemerintah [Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Megeri Momor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425)
schagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah ([Berita MNegara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447];

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
5470

Peraturan Menteri Dalam Megeri Momor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomaor 1067);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayvanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi
dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 29/PET/M/2018 tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan
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32,

33.

33,

36,

aT.

8.

Perumahan Rakyatl [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1891];

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 101 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana
Dacrah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2018 tentang Standar Telknis Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran
Dagrah HKabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 121 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar
Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal Keschatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 204);

. Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
204);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Momor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomeor 677);

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daecrah Kota Bandar Lampung Tahun 20232
Nomor 1);
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Menetapkan :

39. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota
Bandar Lampung Tahun 2023 Nomor 11);

40, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9
Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Dacrah Kota Bandar Lampung Tahun 2023 Nomor 9);

41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-53889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan  dan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-
1317 Tahun 2023;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG

DAN
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023,

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan

memuat:

MNeraca:

L T Ll T

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Laporan Arus Kas; dan

g. Catatan atas laporan Keuangan

(2] Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan

daerah.
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Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a
Tahun Anggaran 2023 sebagai berilout:

a. Pendapatan Rp. 2.299.794.223.208 49
b. Belanja Rp. 2.277.717.412.233,33
c. Transfer

Surplus/(Defisit) EE:— zzma.am.w'gﬁ
d. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 15.596.491.243,90

- Pengeluaran Rp. 19.777.727. 460,48

Pembiayaan Neto Rp. (4.181.236.216,58)
e. Sisa lebih/kurang pembiayaan

anggaran Rp. 17.895.574.758,58

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut:

1. Selisih anggaran dengen realisasi  Pendapatan-LRA  sejumlah
Rp.(630.629.904.792,61) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan
setelah perubahan Rp. 2.930.424.128.001,10

b. Realisasi pendapatan Rp. 2.299.794.223.208.49
Selisih Kurang Rp.  (630.629.904.792,61)

2. Selisih ANEEAran dengan realisasi Belanja aejumlah
Rp.(650.053.207.011,67) dengan rincian sebagai berikout:

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 2.927.770.619.245,00

b. Realisasi belanja Rp. 2.277.717.412.233,23
Selisih Kurang Rp. (650.053.207.011,67)

3. Selisih anggaran dengan realisasi Transfer sejumlah Rp.0,00 dengan
rincian sebagni berikut:

a. Anggaran transfer setelah perubahan  Rp. 0,00
b. Realisasi transfer Ep. 0,00
Selisih Lebih  Rp. 0,00

4, Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit-LRA sejumlah
Rp.19.423.302.219,06 dengan rincian scbagai berikut:

a, Anggaran Surplus/Delisit
setelah perubahan Rp. 2.653.508.756,10

b. Realizasi Surplus/Defisit 7 A75.16
Selisih Lebih  Rp. 19.423.302.219,06
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5. Selisih anggaran dengan realisasli penerimann pembiayaan sejumlah
Rp.[25.000.000,000,00) dengan rincian sebagni beriloul:

a, Anggaran Penerimaan Pembinyaan -
aciclah perubahan Rp. 40.596,491.243,90

b. Realisnsi Pembinynan Rp. 15.596.491.243,90
Sclisih Kurang Rp. (25.000.000.000,00)

6. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp.[23.472.272.539,52) dengan rincian sebagai berikut:

¢. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan -
setelah perubahan Rp. 43.250.000.000,00

d. Realisasi Pembiayaan Rp. 19.777.727 460,48
Selisih Kurang Rp. (23.472.272.539,52)

T.Selisih anggaran  dengan  realisasi  pembiavaan neto  sejumiah
Rp.(1.527.727.460,48) dengan rincian sebagai berikout:

e. Anggaran Pembiayaan Neto -

setelah perubahan Rp. (2.653.508.756,10)
f Realisasi Pembiayaan Rp. (4.181.236.216,58]
Selisih Kurang Rp. (1.527.727.460,48)

8. Belisih anpparan dengan realisasi Sisa lebih/kurang pembiayaan
sejumlah Rp.17.895.574.758,58 dengan rincian sebagai berilkouat:

a. Anggaran Sisa lebih/fkurang

pembiayaan - setelah perubahan Rp. 0,00
b. Realisasi Sisa lebih/kurang
pembiayaan BEp. 17.895.574.758,58

Selisih Lebih  Rp. 17.895.574.758,58

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 15.596.491.243,90
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Rp. 15.596.491.243,90
o. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan

Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp. 17.895.574.758,58
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan

Tahun Sebelumnya Rp. 0,00
e. Lain-lain Rp. 0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 17.895.574.758,58
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Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf
¢ per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Pendapatan - LO
b. Beban
surplus dari Operasi

e. Surplus/Defisit dari Kegiatan
Mon Operasional

Surplus Sebelum Pos Luar Biasa
d. Pos Luar Biasa
e, Surplus/Defisit - LO

Pasal 6

Rp. 2.401.033.672.548,58
Rp. 2.131.705.942.661,53
Rp. 2069.328.229.88705
Rp. 0,00
Rp. 269.328.229.887,05
Rp. 0,00
Rp. 269.328.229.887.05

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf d per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal

b. Surplus/Defisit - LO

c. Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijakan Akuntansi:
- Koreksi Nilai Persediaan
- SBelisih Revaluasi Azset Tetap
- Lain-Lain

d. Ekuitas Alchir

Pasal 7

Rp.
Rp.

Rp.
Ep.
Ep.
Ep.
Ep.

5.882.911.016.596,15
269.328.229.887.05

(11.737 406.800,06)
0,00
0,00
[11.737.406.800,06)

6.140.501.839.683, 14

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31

Desember Tahun 2023 sebagai berikut:
a, Jumlah Aset
b. Jumlah Kewajiban
¢. Jumlah Ekuitas

Pasal 8

Rp.
Rp.

6.588.059.307 452,35
447.557.467.769,21

Rp. 6.140.501.839.682,14

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf [
untuk tahun yvang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sehagai

berilout:
a. Saldo kas per 1 Januari 2023
b. Arus kas dari aktivitas operasi

c. Arus kas dar aktivitas investasi aset
non keuangan

d. Arus kas dar aktivitas pembiayaan

89.532.806,64
343.543.850.025,18

(341.244.766.510,50)
0,00
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¢. Arus kas darl aktivitas aktivitns

transitoris Ep. 0,00
f. Saldo akhir Kna

di Bendaharn Umum Daecrah Rp. 17.895.574.758,58
g- Saldo akhir Kas

di Bendahara Pengeluaran Ep. 116,827.672,00
h. Saldo akhir Kas

di Badan Layanan Umum Daerah Ep. 14.315.238.209,06
i. Saldo akhir Kas

di Bantuan Operasional Kesehatan Rp. 3.315.237.221,00
j- Saldo akhir Kas

di Bantuan Operasional Sekolah Rp. 0,00
k. Saldo akhir Kas

di Bendahara Penerimaan Rp. 0,00
. Saldo akhir di Kas Lainnya Rp. 117.040.000,00
m. Saldo kas akhir per 31 Desember 2023 Rp. 148,27 1.656,52

Pagal 9

Catatan atas laporan Keuangan sebagaimana dimasud dalam Pasal 1 ayat
(1} huruf g tahun anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantatif
maupun kualitatil atas pos-pos laporan keuangan,

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimasud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,
terdiri dari:

a. Lampiran [ : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
Lampiran I.1 : Ringkasan LEA menurut wrusan pemeriniahan
daerah dan organisasi;

Lampiran .2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menura
kelompok dan jenis pendapatan belanja, dan
pembiayaan;

Lampiran [.L3 : Rinclan APBD menumt wrasan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja
dan pembiayaan;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut wrusan

pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan
dan sub kegiatan;

b. Lampiran 1T : Laporan Perubahan Salde Anggaran Lebih;

c. Lampiran lll : Laporan Operasional;
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Lampiran IV
Lampiran ¥
Lampiran VIl
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran X1

. Lampiran XIII
Lampiran XIV :
: Dafltar Rekapitulasi Asct Lainnya;

Lampiran XV

Lampiran XVI :
Lampiran XVII :
Lampiran XVIII :
Lampiran XIX :

Lampiran XX

Lampiran XX.1:

Lampiran XX.2 :

Kota menetapkan Peraturan Wali

; Laporan Perubahan Ekuitas;

: Meraca;

Laporan Arus Kas;

: Catatan atas Laporan Keuangan;
: Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
: Dafltar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak

Tertagih;

: Daltar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan
Dana Bergulir;

: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah
Daerah;

: Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Dacrah;

: Daltar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;

Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Daltar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai
akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan
kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;

Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah:

Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi)
Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Paszal 11

Kota tentang panjabaran

pu:rtanggung_inwahnn pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

=3+

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 A

WALI KOTA BANDAR

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 12 AsutTus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

s

IWAN GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG, PROVINSI
LAMPUNG NOMOR : 02/1516/BL/2024

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

